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Abstract: Smoking in the workplace remains a major concern for occupational safety and health, as tobacco
smoke exposure increases the risk of chronic diseases and reduces productivity. In Indonesia, the
government has mandated Smoke-Free Areas through national regulations, yet compliance across
government institutions remains inconsistent. This study analyzes the implementation of KTR policies in
government settings by identifying supporting and inhibiting factors within the framework of occupational
safety and health (OSH). A qualitative case study was conducted with nine purposively selected informants,
consisting of senior officials, technical implementers, staff, and visitors. Data were collected through in-
depth interviews, participatory observation, and document review, then analyzed thematically. The findings
highlight four major challenges aligned with Edward III's policy implementation model: unclear
communication and limited leadership support; inadequate resources such as infrastructure, time, and
funding; weak disposition due to resistance to change and low commitment; and bureaucratic barriers
including unclear responsibilities and poor coordination. These results demonstrate that effective KTR
implementation requires strong communication, sufficient resources, positive disposition, and supportive
bureaucratic structures. Strengthening these factors can enhance compliance and position KTR as an
essential OSH strategy in government workplaces.
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Abstrak: Merokok di tempat kerja masih menjadi perhatian serius dalam bidang keselamatan dan
Kesehatan kerja (K3), karena paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko penyakit kronis sekaligus
menurunkan produktivitas. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) melalui regulasi nasional, namun tingkat kepatuhan di instansi pemerintah masih belum konsisten.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KTR di lingkungan pemerintah dengan
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam kerangka K3. Penelitian dilakukan
menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan sembilan informan yang dipilih secara purposive,
terdiri atas pejabat struktural, pelaksana teknis, pegawai, dan pengunjung. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan
analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan empat tantangan utama sesuai model implementasi
kebijakan Edward III: komunikasi yang tidak jelas dan minim dukungan pimpinan; keterbatasan sumber
daya seperti infrastruktur, waktu, dan anggaran; disposisi yang lemah akibat resistensi perubahan dan
rendahnya komitmen; serta hambatan birokrasi berupa ketidakjelasan tanggung jawab dan lemahnya
koordinasi. Implementasi KTR yang efektif membutuhkan komunikasi yang kuat, sumber daya memadai,
disposisi positif, dan struktur birokrasi yang mendukung. Dengan penguatan faktor-faktor tersebut, KTR
dapat berfungsi sebagai strategi K3 yang penting di lingkungan kerja pemerintahan
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Introduction

Kebiasaan merokok di lingkungan kerja masih menjadi isu serius dalam konteks
kesehatan masyarakat dan Kkeselamatan kerja. Paparan asap rokok tidak hanya
meningkatkan risiko penyakit kronis seperti kanker paru, penyakit jantung, dan gangguan
pernapasan, tetapi juga menurunkan produktivitas kerja serta menciptakan lingkungan yang
tidak aman bagi pekerja non- perokok (Isnaeni, (2023; Adeningsi et al., 2023). Penelitian
menunjukkan bahwa pekerja yang merokok secara signifikan lebih mungkin mengalami
kelelahan kerja, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka (Sofia et al.,, 2024). Meskipun
pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR),
tingkat kepatuhan di instansi pemerintah masih bervariasi dan seringkali tidak konsisten
(Marchel, 2019; Ahmad et al, 2022). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai
bagaimana kebijakan KTR benar-benar diimplementasikan di lingkungan pemerintah, serta
faktor apa saja yang mendukung atau menghambat efektivitasnya.

Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
KTR sangat bergantung pada kombinasi regulasi yang kuat, mekanisme pengawasan,
dukungan kepemimpinan, dan budaya organisasi yang mendukung gaya hidup sehat (Kaleta
et al, 2015). Studi di negara maju mengindikasikan bahwa KTR mampu menurunkan
prevalensi merokok di kalangan pegawai hingga 20-30% dalam lima tahun (Naiman et al,
2011; Ho et al, 2016). Di Indonesia, beberapa kajian sebelumnya menemukan bahwa
penerapan KTR masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran, lemahnya
penegakan aturan, serta konflik antara kepentingan individu dan institusi (Baker et al.,, 2017;
Jadhav et al, 2017). Namun, penelitian yang mengkaji KTR dalam perspektif Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) khususnya di sektor pemerintahan masih sangat terbatas, sehingga
menyisakan celah akademik yang perlu diisi (Strudsholm & Vollman, 2021; Subedi et al.,2021).
Adanya gap dalam penelitian yang mengkaji KTR dalam perspektif K3 menunjukkan bahwa
masih banyak ruang untuk mengeksplorasi hubungan antara politik kesehatan dan
implementasi KTR, yang dapat memberikan wawasan penting tidak hanya untuk kebijakan
kesehatan, tetapi juga untuk keberlanjutan program-program kesehatan masyarakat di
Indonesia (Saitta et al., 2017; Secades-Villa et al., 2020).

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa implementasi kebijakan KTR di lingkungan
pemerintah tidak dapat hanya dipahami sebagai penerapan aturan administratif, melainkan
juga sebagai bagian dari strategi K3 yang berorientasi pada perlindungan kesehatan pekerja
dan peningkatan kualitas lingkungan kerja (Tamara, 2022; Zikri & Arfa’i, 2022; Purnama et al.,
2024). Dengan demikian, pemahaman mengenai faktor pendukung dan penghambat
penerapan KTR perlu dianalisis secara mendalam melalui pendekatan kualitatif. Analisis
tematik dipandang tepat untuk menggali makna, pengalaman, dan dinamika kebijakan KTR
sebagaimana dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan di lingkungan instansi
pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan pemerintah dengan
menekankan relevansinya terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penelitian ini
secara khusus berupaya mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, serta strategi yang
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dapat meningkatkan efektivitas penerapan KTR. Kajian dilakukan menggunakan metode
studi kualitatif dengan pendekatan analisis tematik, yang memungkinkan peneliti
memperoleh pemahaman komprehensif mengenai realitas implementasi KTR di tingkat
institusi.

Methodology

Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk
mengeksplorasi implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan
pemerintah. Desain ini dipilih karena sesuai untuk menggali pengalaman, persepsi, dan
dinamika sosial yang terjadi dalam praktik kebijakan di institusi. Analisis dilakukan dengan
pendekatan tematik yang memungkinkan identifikasi pola, tema, dan makna dari data empiris.

Lokasi dan Partisipan
Penelitian dilaksanakan di salah satu instansi pemerintah daerah yang telah
menerapkan kebijakan KTR sesuai dengan regulasi nasional. Partisipan dipilih menggunakan
teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam
implementasi kebijakan, seperti pejabat struktural, pegawai pelaksana, serta petugas yang
memiliki tanggung jawab pengawasan K3. Total partisipan dalam penelitian ini berjumlah 9
orang.

Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi
partisipatif, dan dokumentasi kebijakan. Wawancara mendalam digunakan untuk
memperoleh perspektif individual terkait implementasi KTR, sedangkan observasi partisipatif
dilakukan untuk memahami praktik nyata di lapangan. Dokumentasi berupa regulasi, laporan
kegiatan, dan instruksi teknis digunakan sebagai data sekunder untuk memperkuat temuan.

Analisis Data
Analisis dilakukan dengan mengikuti tahapan thematic analysis yang meliputi: (1)
transkripsi data, (2) membaca dan memahami data secara berulang, (3) melakukan coding awal,
(4) mengidentifikasi tema-tema utama, (5) mereview dan mengkategorisasi tema, serta (6)
menyusun narasi temuan. Untuk meningkatkan kredibilitas, analisis dilakukan secara iteratif
dan diskusi dilakukan antar-peneliti.

Validitas dan Etika Penelitian
Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan peneliti,
member checking kepada partisipan, serta audit trail dokumentasi proses penelitian. Penelitian
ini juga telah memperoleh persetujuan etik dari komite etik penelitian kesehatan
(No0:006.3/FIKES/PL/1/2024) dan seluruh partisipan menandatangani informed consent.

Result and Discussion

Hasil

Karakteristik Responden
Tabel 1. Karateristik Responden
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No Inisial ?,Il,lllll;; Jabatan In f]::rllfan Kif:lifin Pendidikan
1. KM 57 Kepala Biro Utama Laki S3
2. YD 52 Kepala Biro Utama Laki S2
3. JR 55 Kepala Biro Utama Laki S2
4, IM 55 Kepala Biro Utama Laki S2
5. AR 44 Kasi Promkes Kunci Perempuan S2
6. SG 59 Asisten III Bid. Kunci Laki S2

Pemberdayaan
Masyarakat
7. KR 36 Pegawai Pendukung Perempuan S1
8 AL 42 Pegawai Pendukung Laki SMA
9 KD 48 Visitor Pendukung Laki S2

Penelitian ini melibatkan sembilan informan yang terdiri atas empat informan utama
(Kepala Biro), dua informan kunci (Kasi Promkes dan Asisten III), serta tiga informan
pendukung (pegawai dan visitor) dengan rentang usia 36-59 tahun. Dari sisi jenis kelamin,
terdapat enam laki-laki dan tiga perempuan, sementara tingkat pendidikan didominasi lulusan
S2, disusul S1, S3, dan SMA. Komposisi ini mencerminkan keberagaman posisi, pengalaman,
dan latar belakang pendidikan sehingga memberikan perspektif yang komprehensif dalam
menggambarkan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan
pemerintah.

Analisis Tematik

Tidak konsisten
menyesuaikan
anggaran N
Tidak jelas
nggungjawab

\ Child
Resistensi‘\’cm\: : A
Perubahan =9
Struktur B;rokmsi Ketidakpatuhan
\
\
Kebiasaan yang Child Child
sulit dilupakan \ _y Keterbatasan
\ = :
\ = waktu dan energi
\ \ __Child™ pegawai
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\ ——Child—>
r,.‘laf'//ir.nplementasi Sumber Daya
- Kebijak.?n KTR Child
___Chid— I A

< Disposisi - ’_‘_1 .
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Kurang E = |
pengetahuan Child |

v

Terbatas
infrastruktur

= —Child—
.. —>
_Komunikasi
Child ' Kurang dukungan
» pimpinan
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Budaya organisasi
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Journal of Nursing and Public Health (JONaPH), 20xx, x(x), x-x

4



Gambar 1. Diagram Tematik Implementasi Kebijakan KTR

Analisis tematik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) di lingkungan pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat
dipetakan ke dalam empat dimensi utama teori Edward IIl. Pertama, pada aspek
komunikasi, ditemukan bahwa penyampaian informasi terkait KTR belum berjalan
optimal. Komunikasi yang tidak jelas, kurangnya kesadaran pegawai, serta terbatasnya
dukungan dari pimpinan memperlemah pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan.
Bahkan, budaya organisasi yang masih permisif terhadap perilaku merokok menghambat
internalisasi pesan kebijakan KTR.

Kedua, dari sisi sumber daya, keterbatasan waktu dan energi pegawai, sarana
prasarana yang kurang memadai, serta tidak adanya dukungan anggaran yang konsisten
menjadi faktor dominan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan KTR tidak berkelanjutan
dan sulit dimonitor secara efektif. Ketiga, pada aspek disposisi, ditemukan resistensi
terhadap perubahan, sikap permisif terhadap kebiasaan merokok, serta rendahnya
komitmen sebagian pegawai dalam menegakkan aturan. Hal ini diperkuat oleh kurangnya
pengetahuan dan pemahaman mengenai bahaya merokok serta manfaat KTR, sehingga
mengurangi kualitas kepatuhan.

Keempat, dari segi struktur birokrasi, kelemahan utama terletak pada pembagian
tanggung jawab yang tidak jelas, ketidakselarasan anggaran, serta mekanisme koordinasi
yang lemah. Struktur birokrasi yang tidak mendukung memperlambat efektivitas
implementasi kebijakan, bahkan menimbulkan tumpang tindih peran antar-unit kerja.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) dilingkungan pemerintah masih menghadapi hambatan pada empat dimensi
utama yang dikemukakan oleh George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi ini saling berinteraksi sehingga
menciptakan lingkaran masalah yang berimplikasi pada lemahnya efektivitas pelaksanaan
KTR.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi
kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pesan kebijakan KTR belum
tersampaikan secara konsisten, ditandai dengan komunikasi yang tidak jelas, rendahnya
kesadaran pegawali, serta terbatasnya dukungan pimpinan. Hal ini sejalan dengan studi di
Thailand dan Vietnam yang menyatakan bahwa lemahnya komunikasi dan dukungan dari
pimpinan organisasi memperlemah kepatuhan pegawai terhadap kebijakan bebas rokok
(Meluch, 2022; Santos et al., 2012; Giles & Bauer, 2020). Dalam konteks K3, komunikasi
yang efektif sangat penting bukan hanya dalam sosialisasi aturan, tetapi juga dalam
membangun budaya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Oleh karena itu, strategi
komunikasi internal yang sistematis dan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam
kebijakan KTR (Jannah & Purwanta, 2018; Mustakim et al., 2022).

Sumber Daya
Aspek sumber daya menjadi hambatan lain yang menonjol, khususnya keterbatasan
sarana prasarana, waktu, energi pegawali, serta anggaran yang tidak konsisten. Hambatan
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ini sejalan dengan penelitian di Malaysia yang menunjukkan bahwa tanpa dukungan
sumber daya memadai, implementasi kebijakan kesehatan publik tidak dapat berjalan
optimal (Lim et al,, 2019; Wee et al,, 2016). Dalam kerangka K3, ketersediaan sumber daya
fisik, finansial, maupun manusia merupakan prasyarat untuk memastikan lingkungan kerja
yang aman dan sehat. Ketiadaan fasilitas pendukung seperti ruang konseling berhenti
merokok atau area khusus merokok justru memperkuat pelanggaran aturan KTR
(Herawati et al,, 2021; Ulinuha et al., 2022; Wong et al., 2016).

Disposisi

Disposisi, yang mencakup sikap, persepsi, dan komitmen pelaksana, menjadi faktor
kunci lain yang ditemukan dalam penelitian ini. Resistensi terhadap perubahan, kebiasaan
merokok yang sulit ditinggalkan, serta rendahnya kesadaran mengenai bahaya rokok
memperlemah kepatuhan terhadap kebijakan. Penelitian serupa di Filipina menunjukkan
bahwa resistensi individu seringkali muncul ketika kebijakan kesehatan publik
dipersepsikan mengganggu kebiasaan personal (Sumardi et al., 2023; Adiyanta, 2020).
Dalam perspektif K3, hal ini menunjukkan pentingnya perubahan perilaku dan
pembangunan kesadaran kolektif sebagai bagian dari strategi keberlanjutan kebijakan
(Huda & Aslami, 2024).

Struktur Birokrasi

Dimensi terakhir, yaitu struktur birokrasi, menunjukkan bahwa pelaksanaan KTR
terhambat oleh pembagian tanggung jawab yang tidak jelas, lemahnya koordinasi, serta
inkonsistensi dalam pengalokasian anggaran. Menurut Edwards 111 (1980), birokrasi yang
tidak terstruktur dengan baik akan menghambat jalannya implementasi kebijakan karena
menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Studi di Amerika Serikat juga menemukan
bahwa pelaksanaan smoke-free workplace policy sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi
internal dan mekanisme pengawasan yang ketat (Liu etal.,, 2021; Faber et al,, 2016; Wilbur et
al, 2015). Dengan demikian, perbaikan struktur birokrasi merupakan langkah mendasar
untuk memastikan kebijakan KTR berjalan sesuai tujuan (Syamlal et al., 2019).

Conclution

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) di lingkungan pemerintah masih menghadapi tantangan signifikan pada empat
dimensi teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi. Komunikasi kebijakan yang tidak jelas dan minimnya dukungan pimpinan
menyebabkan lemahnya pemahaman serta kepatuhan pegawai. Keterbatasan sumber
daya manusia, anggaran, dan infrastruktur memperlemah sustainabilitas program. Selain
ity, resistensi terhadap perubahan dan rendahnya komitmen individu menurunkan kualitas
disposisi pelaksana, sementara birokrasi yang tidak terstruktur dengan baik menimbulkan
kebingungan peran dan tanggung jawab.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan KTR tidak hanya
ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh sinergi antar-dimensi implementasi. Studi ini
memperluas penerapan teori Edward III dalam konteks kesehatan Kkerja, serta
memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan KTR di instansi pemerintah.
Upaya yang diperlukan meliputi perbaikan strategi komunikasi internal, penyediaan
sumber daya yang memadai, pembangunan budaya organisasi bebas rokok, serta
restrukturisasi birokrasi untuk memastikan konsistensi implementasi. Dengan demikian,
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KTR dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan,
keselamatan, dan produktivitas di lingkungan kerja pemerintahan.
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